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BAB Il1

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Faktor yuridis Perbedaan kriteria teknologi finansial dibawah pengaturan Bank
Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah tujuan, tugas dan kewenangan
dari masing-masing lembaga itu sendiri. Tujuan, tugas dan kewenangan Bank
Indonesia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004
tentang Bank Indonesia, pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang
Bank Indonesia, pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, pasal 11
Undang-Undang nomor 6 tahun 2009, dan pasal 15 sampai 23 Undang-Undang
nomor 23 tahun 1999. Tujuan, Tugas dan Kewenangan yang dimiliki oleh
Otoritas Jasa Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam pasal 4,
6, dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan.

2. Konsekuensi yuridis dari perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial
dibawah pengaturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bagi pelaku
usaha adalah pelaku usaha yang jenis kegiatan usahanya berkaitan dengan
kebijakan moneter dan sistem pembayaran tunduk pada peraturan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apabila pelaku usaha yang jenis kegiatan
usahanya berupa kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya,

tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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B. SARAN
Saran kepada pelaku usaha agar menentukan sejak awal jenis usahanya
bergerak dibidang apa. Karena dengan menentukan sejak awal jenis usaha yang
akan dijalankan, akan memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menentukan
melakukan pendaftaran ke institusi yang mana yang memiliki pengawasan
terhadap kegiatan usahanya. Hal ini juga menghemat waktu dan materi bagi
pelaku usaha agar tidak berlarut-larut mengurus urusan administrasi usahanya

sehingga dapat fokus untuk mengembangkan cakupan usahanya.
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